
·GUBERNUR BENGKULU 

PERATURAN GUBERNUR BENG-KULU 
NOMOR: 27 TAHUN 2012 

TENTANG 
.. . 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 

Menimbang 

Mengingat 

a. 

GUBERNUR BENGKULU, 

bahwa berdasarkan ):(etentµa.t;1 _ Pasal 9 Peraturan Daerah 
,_ . . . - . ' : . ='. } 1f.'. .4;- ' .· 

Provirisi Berigkulu Nom'9r-·· ., ·8 .. Tahun 2012 tentan.g 
Pertanggungjawaban Pelaksariaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu ditetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2011 sebagai · rincian >lebih- 'lanjUt dari 
Pertanggungjawabart . Pelaksahaan • Anggaran ·Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a . diatas, perlu dibentuk Peraturan O-ubernur 

. . ,, .. · ·, . 

1. 

Bengkulu ten.tang . Penjabaran Pertanggungjawaba11 
Pelaksanaan APBD Provin~i . Bengkulu , Tahun . Anggara11 
2011; . . . .. . . 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun -1967 ten tang Pembentukan 
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2828): 

2. Undang-Undang Norn.or 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
clan Bangunan (Lembaran Neg9-ra Republik Indonesia.Taqun 
1985 Nomor 68, Ta:mbahan . Lem_baran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312) seb.agaimana telah .di,uqah deng?-n 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun, · 1994 (Lembaran Negarp. 
Republik Indonesia Tahuri .. 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nornor 21 Tahun 1997 · tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688): 

4. Undang-Undarig Nomor 28 Tahun 1999 tentaµg 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan . .Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepofo:imy (Lembaran Nega:r:~ R~pub.lik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, - Tambaban . Lembara,n 

. ~ . . -

Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 
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dan Bangunan (Lembaran Neg9-ra Republik Indonesia Ta4un 
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) ; 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik 'Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400) ; 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor l' .. ~ 
Tahun 2008 terttang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 'rahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438) ; 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 ten tang 

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daera}:i (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4090) ; 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun . 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun · 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republi~ . Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575) ; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Sistem 

Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4577) 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585) ; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614) ; 



Mengingat 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Repupblik Indonesia 

Tahun · 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4 737); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana yang telah diubah dalam peraturan Menteri 

Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahtin 2011 Nomor 310); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran P_ertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Da(?rah; 

27. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( 

Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2009 

Nomor 6); 

28. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Anggaran Pendapatan dan . Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 

Anggaran 2011 Nomor 1); 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 

Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara_ Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2828): 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 

Undan g-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ; 

3. · Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) : 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 

Pasal 1 
Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2011 terdiri atas : 

Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

440.920.183. 714,43 
712.264.324.698,00 

13. 797.737.705,50 c. Lain-lain Pendapatan yang sah 
Jumlah Pendapatan Rp. 1.166.982.246.117,93 

1. Belanja . 
a. Belanja Tidak Langsung 

1). Belanja Pegawai 
2). Belanja Bunga 
3). Belanja Subsidi 
4). Belanja Hibah 
5). Belanja Bantuan Sosial 
6). Belanja Bagi Hasil 
7). Belanja Bantuan Keuangan 
8). Belanja Tidak Terduga 

Rp. 364.245.284.071,00 
Rp. 
Rp . 
Rp 
Rp. 
Rp 
Rp. 
Rp. 

19.369.140.000,00 
8.663.245.000,00 

100.815.666.636,68 
944.789.000,00 

Rp. 494.038.124.707,68 

b. Belanja Langsung 
1). Belanja Pegawai 
2). Belanja Barang & Jasa 
3). Belanja Modal 

Rp. 56.696.706.819,00 
Rp. 237.590.663.074,00 
Rp. 220.889.559 .273,00 

Rp. 515.176.929.166,00 

Jumlah Belanja 

Surplus 

Rp. 1.009.215.053.873,68 

Rp. 157.767.192.244,25 

2. Pembiayaan 
a . Penerimaan Rp. 39.678.718.523,42 

b. Pengeluaran =R=P~· ___ 1_0_6_.4_3_9_._95_0~,_o~o 
Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 

Sisa lebih pembiayaan anggaran 
Tahun berkenaan 

Pasal 2 

Rp. 

39.572.278.573,42 

197.339.470.817,67 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur 

m1. 

Pasal,3 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan 

realisasi anggaran. 

Pasal 4 
Penjabaran laporan tealisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur 

lill. 



Pasal 5 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 

merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubernur ini. 

Pasal 6 
Dalam pelaksanaannya, Peraturan Gubernur ini harus sesuai dan 

berpedoman dengan peraturan Perundang-Undangan yang 

berlaku. 

Pasal 7 
Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan . 

. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Provinsi Bengkulu. 

Ditetapkan di Bengkulu 
pada tanggal 31 Agustus 2012 

Wt~ W ERNUR BENGKULU 
GUBERNUR 

C, 

Diundangkan di Bengkulu 
Pada tanggal 31 Agustus 2012 

BERITA DAERAH PROVINS! BENGKULU TAHUN 2012 NOMOR : 27 


